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KEMUNGKINAN TERJADINYA PENCEMARAN o
NAMBANGAN DASAR LAUT DALAM
... DILAUTBANDA =

DITINJAU DARI SEGI HUKUM LINGKUNGAN

Peluarg untuk menselola pemanfusian sumberdaya alam lae i ndonesta
@t Juas. terbentang, mengingat potensi wilayah liutnya, Sedemikian -
Mamun, sampat saat inl dirasakan. masih minim sekali peman-

fmzmnnya Di f}_msq depan yang tidak lama lngi ketika berbagai sumberdaye alam
damrézn__lmgz@in rterasy keterbatasannya, maka pengembangan perhatian yang lebih
besar terhadup elksplorasi dan pemanfaatan sumberdava alam Lut menjadi ba-

gian dari tantangan bagi peningkatan kesejahteraan hidup bangsa. Seiring dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka berkembang pula carq
pengelolian secara ekonomis berbagai sumberdaya alam lout, seperti penambang-
an dasar. laut. yang membutublan teknologi . yang lebik rumit, Perkembangan
ini juga akon mengundang keterlibatan yang ‘wakin besar pada pihak swasta.
Tulisan ini ingin mengintroduksikan hal-hal yang perly dilakukan dalam meng-
antisipasikan perkembangan itu. terutams Segt pengaturan kegintan pengelolaan

sumberdaya alam laut yang potensial melakukan pencemaran laut.

Pendahuluan

_Merupakan suatu kenyataan, bahwa

manusia pada dasarnya adalah makh-. .

luk-daratan, hingga perhatian dan wa-

wasannya' lazim lebih tertuju kepada

daratan. Namun, dalam arah pembat
ngunan manugia dewasa ini dengan
jumlzhnya yang makin meningkat, ter-
nyata daratan menjadi makin tidak
mampu lagi untuk menyajikan segala
sarana penyangga hidup manusia, se-
perti nampak menjadi makin susutnya
kemampuan daya dukung daratan.
Bahkan sementara jenis sumberdaya
alam di daratan kini makin menjadi
langka, karena tidak dipakai secara
arif.

-.- Redaksi

- “Faktor-faktor seperti: (a) kemaju-

.ankemajuan” yang pesat dalam imu

“dan_teknologi: {b) meningkatnya in-
~tensitas-intensitas  antarmanusia- dan
antarbangsa karena tersedianya alat sa-

“rana- komunikasi dan - telekomunikasi

yang modern; {c) adanya hubungan
Internasional yang makin lancar; dan
(d) tata kehidupan antarbangsa yang
iebih teratur dan terjamin, telzh men-
dorong peningkatan eksploirasi dan
eksploitasi sumberdaya alam. -

Selain itu, proses modernisasi yvang
makin menanjak pada berbagai bangsa
dan negara berkembang yang disertai
dengan upaya industrialisasi, membu-
tuhkan tersedianya lebih banyak sum-




Penambangan Laut.

hi '{;' - an laut

' . pada imgkungan laut: Pada waktu lam
' pal‘manusia menggunakan laut hany
] sekedar sebagal medla pelayaran da

i énjang perlombaan s1asat 'r'mhter,:;?
karena letaknya sangat strateglk, e

dang. kekayaannya akan' sumber-sum-

ber: ‘mingral strateglk sungguh sangat..

besar. Tidak " tertutup "kemungkinan, -
bahwa negara-negara industri - maju

yang telah memiliki’ teknologi mutak- e
hir ity iakan : beriomba—lomha ‘meng-
eksplorasx':-dan mengeksploxtaszkannya o Jun
guna ‘menambah . dan meningkatkan
keuntungan serta “kelebjhan meteka
yang: nyatanya ‘sudah’ meleblhi nega-’
ra-negara-lain. Sehubungan dengan tu;
Arvid Pardo, Duta Besar Malta ‘pada’

Konferensi Hukum Laut Internasional
IIT mengatakan, bahwa hendaklah in-
ternational area dinyatakan sebagai
“harta pusaka umat manusia™ - (com-

' bangan penkehidupan manusza y

-khususnya ikan belaka: Tetapl pad
i siay memanfaatkan kegunaan laut :seba-iv

gai: (a): media pelayaran dan (b) tem:
pat.; pengambﬁan ikan, juga sebaga1

‘nimbun..bahan-bahan ‘atau::senjata i

akan bérgeser dan dafatan ke }.mgku'

makin lama nampak makin tergantung’

tempat, pengambﬁan bahan ‘makan;

zamag modern sekarang, selain; many-.

{(c): tempat. peletakan kabel . .dan : plpa--::'
teiekomunikasi .dan, -industri;_.-_(d)_.-_.t_e .
pat . pembangunan gudang gudang pe-

wah " air; - (e) tempat pendlnan ba
ngunan-b_angunan raksasa sepem an -t

tempat.:: penambangan dasar laut (g):.{'
tempat . pengambilan. air tawar. melalul_;i'::
pengolahan, (h) sarana: -pembangkitan
energi; (1) tempat rekreasi dan. ‘pariwi-.
sata; - (j). tempat.. pengembangan budi--
daya laut; (k) media strategik; (1} tem-.--."
pat pembuangan. sampah ot iR
Untuk ‘mendukung dan: melayam..-
arah perluasan dan peningkatan pola
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pemanfaatan lingkungan laut tersebut,

telah dumbuh berkembang jugd. ilmu-
eknolog1 kelantan yang banyakr

men_]urus kepada: bentuk-bentuk rekas:
* yasa bawah air, seperti yang sangatdi-:

perlakukan oleh karya: karya yang.ha-

rus _'dmelenggarakan dirnangan-airlaut

dan asar :aut ‘serta tanah di bawah

- nya Baik-" tahap ‘pembangunan. mau-
pun tahap perawatan instalasi-instalasi-
serta:.peralatan bawah-air tersebut me-
nuntat adanya pengetahuan; kelcram-:

pilan-dan keahlian kerja sertatekno-

logi-bawah dir, yang memertukait pen-:
didikan,- penehuan dan-latihan secara -

seksamna-:dan . berencana di samping

tuntutan untuk mengembangkan dan .

meningkatkan ilmu dan teknoiegl ke-
lautan bawah air tersebut. aRr

. ‘Sebagai anggota - masyarakat bang—
sabangsa dan yang mendiami-hanya

satu. bumi. saja, _Indg_nesxa tidak terle...
pas dan - tidak -dapat. melepaskan diri -
dari permasalahan yang d;hadap1 dunla :

padaumumnya..

‘Sesual dengan tahap kemajuan dan'-
- perkembangan * pelaksanadan®
Pemb‘angﬁna'n' Nasional’ Indoniesia 'de<"
wasaini; justru pengembangan - ilmu
dan ‘teknologi-kelautan bawah air ‘dan
penyediaan tenaga-tenaga dengan” pe-
ngetahuan ‘dan keterampilan ‘serta ke< .
ahlian bawah air itu’terasa’masih sa=*

tingkat

ngat’ langka. ‘Di“balik itu; Kemajian

peningkatan  Pembangunan: Nasional"
telah berkembang k¢ arah tahap peng-
galian “-dan “pengolehan ' “surnberdaya -
lingkungan laut dengan tuntutan in->
tlak akan - pengetahuan, ‘keterampilan

dan“keahlian bawah air tersebut, yang

perhi -disiapkan ‘dan ‘diisi oleh tenaga--
tenaga nasional sendiri, agar Indonesia -
tidak harus tergantung pada tenaga—

tenaga asmg Gy

" pinsi yangutuh menyelumh dalam k

.. Hukum dan Pembangunan .

Republik Indonesia sebagai Negara
Kepulauan yang “terdiri*dari 13 667
buah pulay telah dipersatukan oleh wi-
layah ‘lautan ‘menjadiisatu kesituan’
uteh: menyelunth: berdasarkan Wawas:
an- Nusantara. Begitu' pula’ Propinsi -
Maluku yang terdiri atas™’Seribu Py
lau” ‘telah dipersatukan oleh wilayah'
Iautann}ra ‘menjadi satu kesatuan pro-.

satuan Republik Indoneésia.

“Dalam" rangka ”menylapkan Segalas

langkah untuk memben isi kepada Wa-t
wasan Nusantara'itu; khususnya dalam
menggali-atau memarnfaatkan Kekays:'
an-laut: bagi kemakmuran bersama™;’
pemerintah Republik Indonesia telah

menyelenggarakan .penelitian laut das:
lam kerjasama. dengan pemerintah- ‘Be-
landa, yang: dikenal dengan: ?Ekspe-

JMisi Snellins I dari bulan Juli 1984

sampai dengan bulan- Juni 1985, ter--
utama, untuk- meneliti lingkungan lapt
Indonesia yang terletak di bagian Ti-.
muz,” khususnya lingkungan lant di..,
Propinsi Maluku dan sekelilingnya se-
bagai kelanjutan dari “Ekspedisi Snel-..
lius I . pada tahun 19291930 serta:
penelitian-penelitian_laut. sebelumnya.

Justru untuk menyongsong dan me-+
ngembangkan - hasil. - penelitian - laut-:
“Ekspedisi. Snellius I17-tersebut, Uni-.
versitas Pattimura. berketetapan -hati.:
untuk . mengembangkan ’Pola Ilmiah-
Pokok” (PIP):nya-menuju pendalam:
afl . dan: perluasan. pengetahuan - sertas.
teknologi - kelautan, khususnva: ling-
kungen laut bawah air, mengingat ciri .
khas wilayah lautan.di Propinsi Malu- -
ku dan sekitarnya yang memang beru-.-
pa laut dalam.




’ Péicéﬁhﬁh‘ﬁehizhgbdrig&n Laut Banda

alam iaut 'Hlebxh dxperluas 1ag1 dan

umumnya dﬂakukan oleh negara-nega-.
13 maju, antara: iam :penambangan ;
sumberdaya alam ‘nonhayan i dasar-:

Iaut

B dasarkan Undang-undang No A1
tahun 1967 tentang Ketentuan—keten-.
tuan_ Pokok Pertambangan Aelah - di-
tentukan secara pasti dan jelaswilayah. -

hukum, pertambangan Indonesia. yang
mehpun seluruh Indonesm, tanah di

bawah peran'an Indonesia dan. landas.
kontinen (contmental shelf) kepulavan
Indonesia. Dalam penjelasan undang- .
undang tersebut d;katakan bahwa de- -
ngan pengeman baru .yang.disebut.da-.;
taran kontmentai (contmenral shelf), .
maka’ wﬂayah hukum pertambangan -
meliputi juga . daerah .di Juar batas—.-.

batas perairan Indones:a :
Dengan demzklan, telah nampak de-

ngan jelas bahwa wilayah hukum per-.
© produksi maupun . perluasan diversifi- .-

tambangan lebih luas daripada wila-
yah Indonesia, dengan mengecualikan
ruang udara yang berada di atas wila-

yah tersebut. Péhgecﬁalian ini “dalam

daya aiam laut_ di sampmg penge

‘harus “memiliki pengetahuan tentang"
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pengertian hukum angkasa telah d1te-:_-
tapkan secara mtemaswnal ba

gara _zhen;éd; hak kedaulatan negarai_"
yangbersangkutan " ) _ .
Dalam rangka pemanfaatan sumb

hukum 1an nusantara , karena hal

sia sebagaz negara. kepulauan yéng 2
mesti dxpanda ] g" sebagai satu, kesat' an

mantap ‘dan terarah, maka kita harus,:
memﬂlkz pengetahuan mengenal tata:'

takan bahwa secara ekolog;k peralran f
nusantara ‘tidak dapat dlpandang terle-
pas dar: lautan™ secara keselumhan.

Dalam Konven31 Persenkatan Bang—_:a_
angsa tentang hukum laut tahun
1982 telah nampak dengan JeIas seka-
I :‘mengenai perkembangan smutakhir. .

i laut tampﬂ semakin menonjol_;
sumber kekayaan alam. yang
menjadt tumpuan umat manusia. . . ..
Sehubungan dengan teknolog1 pe..
nambangan. dasar. laut dalam,. lazim-..
nya kita jumpai. tahap eksplorasi dan.
tahap eksploitasi. Pentahapan. ini telah;; :
dilaksanakan oleh Pertamina sejak ta- -
hun 1971 khususnya penambangan
mmyak dan ‘gas bumij.di peralran lepas . -
pantai.
Kecendemngan penambangan In»
donesia. menunjukkan perkembangan.
yang sungguh pesat, baik peningkatan

kasi, hal ini.disebabkan oleh semakin
berkembangnya eksploras;, yang pada
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waktu belakangan un mengalam ke-

terpisah aka : )
nambangan’ tersebut telah berubah
arah menuJu kepada pena.mbangan ba-

bangan’ bahan bahan yang poiymetélizc.

ini_lebih  dikenal dengan nama:. Pe-
nambangan nodu} mangan. Nodul ma-

ngan ini ditemukan di dasar laut da.
lam, yang menumt penyehdlkan mes

ngandung unsur»unsur nikel, perak,
kobalt, mangan, tembaga seng dan
besi. Menurut Allan A. Archer, diper-
k;rakan secara kasar bahwa sek1tar 15
persen dari seluruh dasar laut dan sa-

mudera dunia ini ‘mengandung nodul
mangan.” Dalam’ pada itu, timbul per- :
tanyaan, apakah semua nodul tersebut :
dapat ditambang secara’ ekonoxmk da-
lam'arti apakah nodul yang dltambang

itu “mengandung bahan-bahan logam
vang cukup, dan dapat menguntung-:
kan bila ‘ditambang. Untuk ifu, dilaku-

kan eksplorasi secara intensif oleh ber-
bagai pihak di berbagai lokasi dasar
laut ‘dan samudera di seluruh dunia.”
Lokasi-lokasi dasar laut yang mengaﬂ-”

dung:nodul mangan ‘dengan kadar isi

yang tinggi, menurut Allan A. ‘Archer,
lazimnya diberi ciri sebagai prime area.

Selarijuthya Allan A ‘Archer, me-

ngatdkan * bahwa sernakin mendekat

kepada-garis khatulistiwa, diperkirakan
akati’ ‘dapat dxtemukan konsentrasz‘
konsentras; ‘nodal - yang 1eb1h besar

Hukum dan Pembanguna_n__

Sehubungan dengan hal tersebut di

bahwa sebehim” berlakunya Konvanm
PBB tentang hukum laut tahun 1982
negara-negara“industri majii telah me-
masuki wilayah internasional dalam
usaha mereka melakukan penambang~
an laut ‘dalam, ‘baik di‘dasar lautnya
maupun: tanah -di bawahnya. Akhir:
akhir “ini * penambangan nodul ma-.
ngan:sangat ‘menonjo) (nodul adalah'
batu batuan hitam, -rata-rata’ sebesar__ _
kentang,’ yang * ditemukan “di dasar -
laut, yang ternyata mengandung mine-
ral ‘serba ‘gatida (polymetallic black
stone). Penambangan nedul mangan
ini pada beberapa dasawarsa terakhir
ini meningkat ‘sekali, hal ini disebab-
kan oleh:: perkembangan dan pening-
katan keperluan® dunia akan bahan-:
bahan mineral, dan sejalan serta’ meng
ikuti perkembangan-perkembangan se.
lama waktu 100 tahun terakhir inj
nampak sangat meningkat pertumbuh- -
an penelitian ilmiah terhadap laut,
yang dibarengi dengan makin berkem-
bangnya teknologi penelitian ‘tersebut )
serta teknologi pengolahan laut pada
umumnya. -
Pembangunan yang sedang dilaku- "
kan oleh Indonesia merupakan salali’
satu perwujudan cita<cita politik seba-
gai implikasi kewajiban dalam mengisi
kemerdekaan dan kedaulatan, memer-
lukan sumberdaya alam dalam jum-
Iah memadai yang dimanfaatkan untuk

- memenuhi tujuan dan sasaran pemba-f'"
' ngunan nasional.  Oleh sebab  itu, da-

lam rangks mengarah masuk ke dalam
era industrialisasi- ‘sumberdaya alam
yang terdapat di lingkungan laut harus
dipelihara ‘dan dxmanfaatkan sebaﬂ\-

L balknya .

E_erkaz;an dengan mel_i'mpéh—ruahf_.
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sumberdaya alam laut di wilayah per-
airan;:indonesia, perlu d:bareng; pula
-deéngan: kualitas ‘sumberdaya ‘manusia,
'sebab’ tanpa - pemilikan- kualitas' 'sum-
berdaya: manusia‘ Indonesia:yang ‘cu-
kup .memadai untuk memanfaatkan
sumberdayaralam:tersebut, maka sum-
berdaya alam laut itu akan tetap ting-
.galmenjadi_harta  pusaka . milik ber-

bangsa. kita dari masa ke masa.

Dalam hal 1m, I Gusti Ngurah
Agung, mengatakan bahwa dengan
jumlah penduduk yang besar jangan se-
laly dipandang sebagai beban pemba:
ngunan, . melainkan  harus dipandang
sebagai suatu sumberdaya yang perlu
dikembangkan dan.ditingkatkan kuali
tasnya. Untuk pengembangan kualitas
sumberdaya manusia dipandang pendi-
dikan mempunyzu peranau yang uta-

ma.
_ Dalam hubungan dalam ekspioram

dan ekspioitam dasar laut, Indonesia
bekerja sama dengan CCOP. (Coordi-
nation. Commiitee_for. Offshore Pros-
pecting], yang dldm_ka_n_ tahun 1966
di bawah naungan UN-ESCAP (UN-
Economic_and Social Commission for
Asza and the Paczf“ ¢} yang dengan ban-
fuan UNDP {UN-Development Pro-
gmm) ‘melakukan survej laut secara
besar-besaran di seluruh, lautan nusan-
tara, dalam rangka SEATAR (Srud:es
of Southeast Asia Tectonics and.Re-
sources} atas dasar. Program: IDOE
(International Decade Jor Ocean Ex-
ploration). Kerjasama tersebut dﬁan-
gutkan dengan pertemuan di Bandung,
dan telah ditetapkan untuk mejaku-
kan penehnan nmengenai perkembang—
an. tektomk di Asia Timur. dan Teng-
gara dalam hubungan dengan bx_u lo-
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gam dan endapan minyak bumi dan
hal ini dilakukan melalui‘enam biizh
transect - penting: (1) “melalui " telik
Benggala sampai ke Birma; (2) melalui -
teluk ‘Andaman, jazirah Thailand dan
teluk * Thailand;  (3) dari’ Samudera
Hindia, palung laut dalam Sumatera,

pulavipulau Mentawai, ‘pulau Suma-
tera,’ Malaysm Barat® serta paparan-
Sunda, ' laut Cina Selatan; 4) ‘melalui
paparan “Australia, palung laut dalam

- Timor, laut Banda ke Sulawesi; (5) ..

melalui palung laut - dalam - F;hpzna_
dan pulau-pulau sebelah palung ter-
sebut; (6) melalui Samudera Pasifik,
palung laut dalam Jepang, laut dalam
antara Jepang dan Korea, jazirah Ko-
rea, pulau pulau Jepang ' :
Pada tahun 1975, Indonesxa meng-
operasikan kapal peneliti laut "Jalani-
dhi” untuk meneliti kepulauan Banda
guna mengetahu; data dan mformam
paieomagnetﬁc petrolog: dan geo~
kimija serta gravitasi. Tim ini juga me-
nyehd:kl aliran panas di daratan untuk
dlgahungkan dengan data dari iautan
guna mengetahm sfat'szfat bawah ta-
nah serta pemekatan—pemekatan mi-
nyak bumi. Lebih penting 1ag1 adalah
penelman untuk menentukan umur
batu -batuan "secara radmmetn sepan~
jang transect-transect, @i < samping
penggunaan data satelit mengenai dae-
rah-daerah transect tersebut di’ atas.
“‘Sebagaimana telah dikemukakan
oleh Allan A Archer, bahwa mai_cm
méndekat kepada garis Khatulistiwa,
diperkirakan akan dapat 'ditemukan
konsentrasi-konsentrasi nodul mangan
yang ‘lebih besar. Dengan ‘demikian,
Jaut Banda yang terletak pada daerah
khatulistiwa dlperklrakan banyak me-
ngandung nodul mangan.
Menurut Jongsma, adalah sangat
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pgq_tiﬁg bagi keperluan.ilmiah untuk
juga melakukan pengeboran dasar Jaut
dalam. di-laut. Banda,. dengan:tiga je-
nis gerakan lapisan tanah ssaling ber-
.benturan dan: bertubrukan. satu sama
lain _Berdasarkan penelitian. tersebut
;akau d]peroleh data dan . keterangan
fentang .apa. yang. terjadi dengan .en-
; _-endapan yang terdapat: pada da-
;sa laut Terdapat kemungkinan, bah-
wa pada tempat- tempat semacam .itu
terbentuk berbaga1 maeany mme-
ral berkai pengaruh dari_ permainan
kekuatan. kekuatan raksasa yang ber-
gerak Bertolak dari pertimbangan ter-
sebut, maka pemﬂ:han secara tepat
untuk melakukan pengebozan di laut
Banda, adalah mutlak perlu, manakala
sna! pembiayaannya itu tidak akan me-
rupakan masalah, .
_ Dalam hubungan dengan kemung
kman penambang&n nodul mangan pa-
da dasar laut dalam di laut Banda, de-
ngan memanfaatkan berbagal peraiatan
mutakhir, berupa kapal terapung, ken-
daraan bawah air yang diturunkan ke
dasar laut untuk mengambll bahan-
ba.han m;nera} tersebut, dan akan dite-
ruskan ke kapal terapung yang ber-
fungsz juga sebagai pabrik pengelahan
akan membawa hasil yang konkret
untuk . pemenuhan kebutuhan banﬁsa
dan, negara

Pemanfaatan berbaga1 peraiatan
mutakhlr dalam rangka pengelolaan
noduLneduI pada dasar Jaut . dalam,
sudah tentu dan pasti akan. terjadi
perubahan: pada ekosistem . tersebut,
Perubahan tersebut baik yang me-
ngandung risiko. maupun yang ber-
manfaat. Perubahan yang mengandung
risiko inilah yang memungkinkan ter-
jadinya pencemaran laut dan memba-
wa akibat terhadap kelangsungan hi-

Hukum dan Pembanguiian

dup ikan tuna dan-cakalang serta bio.
logi- laut Jainnya vang -berada dizka
wasan laut Banda dan sekitarnya atan
sedang berupaya melintasi laut Banda

Pencemaran Laut dan Pengaturan Hu—
kumnya :

* Pada “dasarnya pencemaran yaiig
terjadi -dewasa ini merupakan akibat
pertambahan penduduk; kemajiar " il-
mu pengetahuan dan teknologi’ dan -
peningkatan kualitas hidup manusia.
- Karena begitu besar dan Tuasnya
lautan, sedikit banyak memberi dasar
terhadap: pendapat yang mengatakan
bahwa lautan miempunyai daya tam-
pung yang tidak ada batasnya. Dengan-
demikian lautan dianggap sebagai teri-
pat pembuangan atau penyebaran“sisa
bahan tidak terpakai vang berasal dari
berbagai- aktivitas manusia. Pendapat
demikian adalah keliru,

Bahan-bahan tidak terpakai bila te:
lah bertumpuk dalam jumlah cukup
banyak yang masuk ke ekosistem laut
dan telah melampam daya dukung
lmgkungan taut, akan memungkmkan
terjadinya pencemaran

Dalam "hubungan * dengan pence-
maran laut ini St. Munadjat Danusa-
putro, merumuskan pencemaran laut
sebagai suatu keadaan dalam mana
suatu zat'dan/atau energi diintroduk-
sikan ke dalam lingkungan 1aut oleh
kegiatan anusia atau proses alam
sendiri dalam konsentrasi sedemikiati
rupa, hingga menyebabkan terjadinya
perubahan dalam keadaan termasuk
yang mengakibatkan lingkungan laut
itu tidak berfungsi seperti semula
dalam arti kesehatan, kesejahieraan
feomport] dan keselamatan hayati.

Selanjutnya Mochtar Kusumaatma-
dja, mengatakan pencemaran laut ada-
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the_introduction by man, duectly or

mdarectly, of substances or. energy;
into_the. envnronment resultmg in de-,

letenous__effects of such 4. nature as

mernt”.

.Pasal::1 ayat. 4, Konven51 PBB ten' 1

tang: hukum Jaut. tahun 1982, menen-
tukan:. YPollutionof -the marine envi-
romnent’’ means the. introduction: by
man, directly, or indirectly, ‘of sub-

stances.or energy.intothe marine envi-

ronment, :including - estuaries,which
results or is likely to results in‘such

deleterious -effects. as harm: to :living -

Tesourges :énd_ -marine life, hazards to
human health, hindrance to marine
activities,..including  fishing and .other
legitimate uses of the sea, impairment
of .-quality -for -use. of sea:water and
reductlon of amemties

.__d:méksudkan dengan. pencemaran ha-
' dang-undang No

_ Suatu rumusan tentang pencemaran .
yang telah diterima oleh United Na:
onmental Programme .dan
kemu an, jugd . telah digunakan oleh .
badan-badan PBB adalah “Pollution is .

nger human, health harm 11- :
ving resources and ecosystem and. -
pair - or -interfere with_ amentltes and .
other. ]eg1t1mate uses. of the environ-.
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- Dengan. demikian perbedaan prin-:
sip -dari rumusan pencemaran laut ter. -
sebut di atas adalah St. Munadjat. Da.
nusapuiro, memasukkan,.juga intro:, . -
duksi. oleh . proses -alam:di ‘samping -
oleh kegiatan manusia, sedangkan me- =
nurut -ketiga cumusan. lainnya yang

nya. yang disebabkan oleh.: keglata
manusia saja. ...
“Dalam hal ini -Pasai 1 ayat 7 _Un—

tukan Pencemaran. hngkungan adaiah o
masuknya atau.dimasukkannya makh»_;
luk hidup, zat, energi, dan atau ber-. -
ubahnya tatanan lingkungan oleh ke-.
giatan manusia atau oleh ‘proses alam,
schingga . kualitas, lingkungan . turun.
sampai ke tmgkat tertentu, yang me».;
yebabkan lingkungan men]adl kurang .
atau tidak dapat berfungm 1ag1 sesuai
peruntukannya S .
_Selanjutnya penjelasan Pasal 1 ayat
7 menambahkan bahwa ”Pencemaran _
hngkungan hidup oleh proses alam di- -
masukkan dalam_perumusan meng—”
mgat bahwa ak1batnya perlu dztang-:_'
gulangi. | Penanggulangan ini_merupa-.
kan kewajiban pemerintah, o
‘Berdasarkan Pasal 1.ayat 7 Undang-'
undang No. 4 tahun 1982 teqadmya _
pencemaran Imgkungan (darat Iautff'_
dan’ udara) bu}\.an saja oieh kegxatan
manusia, tetapl Juga oleh proses alam, :
Bertolak dari ‘uraian di aias"kxta
akan menmjau bagalmana peranan hu-
kum dalampengaturan pencemaran
falt, baak dalam arti pencegahan pen-" ‘
cemaran maupun dalam arti pengatur»
an hukum  daripada akibat-akibatnya.”
‘Di dalam Konvensi PBB tentang hu-
kum laut tahun 1982 kita jumpai ke-
tentuan mengena1 “*Perlindungan dan’
Pelestarian ngkungan Laut”'yang di-
atir ‘dalam Bab X1 ‘yang seliruhnya
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mehputz 46 pasal. Tidak' sernua keten-

“tuan di dalam Bab:XII akan ditinjau,”
tetap hanya beberapa ketentuan yang

dxpandang pentmg saja.’

Pazal 192 menemukan negara-nega-'
. 1a mempunya: kewajiban untuk ‘melin-

dung1 -dan ““melestarikan lingkungan

. laut. Pasal 194 mengatur tentang tin--

dakan—tmdakan yang “‘dapat  diambil
suatu negara untuk mencegah mengu-

ketentuan. -ketentuan di atas-dapatlah

disimpulkan’ bahwa 'di dalam melaksa’

nakan “hak “dan - kewajlbannya untuk
mencegah mengurangi dan mengenda-

likan ‘pencemaran lingkungan laut, ne-

gara ‘harus bekerja sama dengan” nega-
ra-hegara lain baik secara global, tetapa
terdtama ‘secara regional dengan nega-
ra-negara-tetangganya. Hal ini d1ten-
tukan dalam Pasal 197. oS
Negara—negara berkewa31ban untuk
menetapkan undang-undang nasmnal

nya untuk mencegah, mengurang1 dan_

mengenda];kan pencemaran lmgkung-

an’ laut dari ‘sumber daratan, diatur
dalam’ Pasal 207 ‘Pasal 208 mengatur
kewajiban negara»negara panta; ‘harus’

menetapkan undang- undang nasional-
nya untuk mencegah mengurangi dan
mengendahkan pencemaran hngkung—
an laiit yang timbul dari atau berkait-
an dengan kgglatan‘kegxatan dasar laut
di bawah yunsdxksmya Pasal 210
mengatur meéngenai pencemaran ling-
kungan laut karena dumping, sedang-
kan pencemaran lingkungan laut yang
berasal dari kendaraan air diatur da-
fam Pasai 211, Pencemaran lmgkung-
an laut yang berasal dari atau melalui
udara diatur dalam Pasal 212,

Di . samping ketentuanketentuan

yang .diuraikan di atas tentang peng-

_ rangl dan_ {nengenéalﬂcan pencemaran__
ir gan’ laut. Bila - kita tinjau’ isi

" Hukum dén Pémbangg‘ﬁ},ﬁ"":'- .

aturan, ‘pencegahan;: -“pengurangan ‘dam.
pengendalian - pencemaran * lingkungan -
laut;: patutlah diperhatikan pula keten: -
tuan-ketentuan seperti ditentukanda’ -
lam Pasal 213 sampai dengan Pasal 2227
yang mengatur hak megara untuk mie-
maksakan peraturan  ‘perundangiin.

dangan “mereka ‘yang ‘diadakan sesuai’ .
dengan Pasal 207 sampai dengan Pa- -

sal -212.'Setiap pasal ‘tentang - peng
aturan’pencemaran  mempunyai pasalfg:.:--
yang paralel tentang pemaksaan, 1
Berdasarkan uraian di atas, dapat-’
lah dikatakan bahwa negara kita me:
milikj wewenang untuk menangani ma--
salah pencemaran laut di 1mgkungan_
laut di perairan kepulauan atau nusan-*
tarasecara keseluruhan sebagai konse-”
kuensi dari’ kedaulatannya atas pera;r-i
an misantara. ' -
Sebagaimana diketahui, bahwa' se~
belum berdakunya Konvensi PBB ten:
tang hukum Jaut tahun 1982, telah";_
kita jumpai ketentuan-ketentuan yang
mengatur pencemaran laut yang terda—“
pat “dalam konvens;-konvensx mterna-
sional, antara lain:  *
1. Geneva* Convention of the ngh"
Sea, 1958. '

2. International Convention for the
“Prevention of Pollution of the Sea
by Oil, 1954. Konvensi ini telah di-
sempurnakan lagi pada tahun 1962 '
1969 dan 1971, - -

3. International Convention for “the:
Prevention of Poliutlon from’ Sh1ps i
1973, - :
4.:International Convention on Civil-
Liability: for Of Polimmn Damage '
1969. o =
5. International Convention of the Es- -
tablishment of 'an International
“Fund for Compensation of 011

Poilution Damage, 1971. '
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6-._,'-Intemat10nal Convention -Relafing
" .to Intervention-on :the High Seas
~in.Case of _'Oii: Pollution . Casuali-
._:-'_t},es 1969. . B
-E:_Smrama dengan sumber hukum in-
ternasional. seperti dikemukakan, perlu
mengetahui’ sumber hukum nasional,
_ _khususnya yang bersumber dari Wa-
wasan - Nusantara.-Sumber hukum na-
s1on"1'f:dalam kaitan ini dapat dibeda-
kan_ _b_elum dan sesudah kemerdeka-
“"an; Sebelum’ ‘kemerdekaan tidak-secara
tegas: dijumpai ketentuan yang meng-
atur tentang hukum.pencemaran laut,
tetapi ada beberapa peraturan yang
memuat - asas-asas .dan Ketentuan ten-
tang: pencegahan dan penanggulangan
penceinaran laut, sepertiz. .
1. Het. Reedenreglement 1925 {Sibl.
--:No.:-500/1925, seperti -diubah dan
.:ditambah dengan Stbl. No. 237/
1927.dan Stbl. No. 381/1930);-.
2. :Loodsdienst - Ordonnantie 1927
(Stbl. 62/1927);
3:¥Petroleum Opslag Ordonnantie 1927
«(StblaaNo: 1199 " iis/ 1927, seperti
#rdjubah’ dan ‘ditambah dengan Stbl
Neri547/1927,+Stbl. “No. 39/
1930, Stbl. “No. 168/1931, Stbl.
Nao: 79/1935 dan Stbl No.: 252/
~1940); -
4. Petroleum OpslagVerordemng 1927
(Stbl. "No. 200 jis, seperti diubah
~dan’* ditambah - dengan’ Stbl.- No.
~482[1927, Stbl. No.435/1927, Stbl.

N©0..30/1929, Stbl. No. 371/1931,

‘Stbl: ‘No. 510/1931, Stbl. No. 80/
1935 dan Stbl. No, 150/1940); -
5.Petroleum “Vervoer Ordonnantie

1927 {Stbl. No. 214/1927);

6. Petroleum Vervoer Verordening
1928 (Stbl. No. 144 jis/1928,
seperti diubah dan ditambah de-
ngan Stbl. No. 82/1940 dan Stbl.
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No. 50/1947);

7. Mijnpolitie Reglement 1930 (Stbl
No. 341/1930), seperti kemudian
diatur kembali dalam Peraturan
Menteri Pertambangan No. 04/P/M/ '
Pertamb./1973; '

8. Territoriale Zee en Maritieme Kn-;
ngen Ordonnantie 1939 (Stbl No.
442/1939). .
Berlandaskan Undang»undang No

4/Prp tahun 1960 telah deeiuarkan

ketentuan-ketentuan hukum  yang: se-'-_i.i'- o

cara jelas mengatur pe;ncegahan -dan

penanggulangan percemaran laut, biar,

pun tidak disusun sebagai.suatu per-
undang-undangan pencemaran laut ter-
sendiri, misalnya:

1. Undang-undang No. 1 tahun, 1973'
tentang landas kontinen.

2. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun‘
-1974 tentang Pengawasan Pelaksa:.
-naan.Eksplorasi dan Eksploitasi Mi-
nyak dan Gas Bumi. di daerah Le-
pas Pantai.

Di. samping : kedua ketentuan d1
atas ,-masih ada lagl beberapa keten:
tuan. yang khususnya mengatur. ten-
tang pencemaran lingkungan laut, biaz-.
pun derajatnya lebih rendah.

Berdasarkan uraian. di atas tentang
pengaturan pencemaran laut di ting-
kat mnasional nampak dengan jelas
bahwa keadaannya masih jauh dau__
memuaskan, berarti masih banyak se-
kali yang harus kita kerjakan: Dalam
hal ini kita harus cepat bertindak se
lagi permasalahannya masih belum tér-
jaksana. Sehubungan dengan masalah
pencemaran lingkungan laut dan peng-
aturan hukumnya, kita perlu perha-
tikan beberapa-hal pokok, antara lain:”
I. Masalah pengertian dan definisi;

2. Kriteria adanya pencemaran dan
standar mutu linglkungan laut;



126

3. Sumber dan peiaku pencemaran
i Iaut -

4:"L0kasx dan wﬂayah periuasan pen-
' cemaran laut;’

5. Peristiwa dan waktu mulamya pen—

cemaran laut; '

6. ‘Akibat pencemaran dan kerusakan
" lingkungan yang dltlmbulkan

7. Tanggung 3awab dan denda serta
' ganti ruginya; e

 8.Tata ‘cara penentuan dan penyeie-
“slan‘Secara hukum. 7
““Dalam”hal ini lebih ditekankan pa-

da fakfor waktu, tempat, jumlah dan

mutu untuk menentukan ada tldak

nya pericemaran.

Bila kita tinjau penggunaan ling-
kungan laut seperti dikemukakan pada
awal tulisan “ini, maka pencemaran
lingkungan laut“sebenarnya berkaitan
dengan *salah satu ‘penggunaan ling-
kungan faut sebagai tempat pembuang-
an dan penyebaran bahan-bahan tidak
terpakai. Dalam hal ini perlu ada kese-
rasian antara bahan-bahan tidak terpa-
kai ‘dengan pemanfaatan lingkungan
laut’ sebagai sumber kekayaan hayati
laut.'Bila tidak, maka akan mengurangi
salah satu fungsi laut sebagai tempat
pengambilan jkan dan biologi laut lain-
nya.- Dol sy y

Pexiutup _

Sebagaimana kita ketahui, bahwa
masukan ‘ilmu pengetahuan dan tekno-
logi di dalam usaha pengembangan
sumberdaya alam di dasar laut masih
kecil. Biarpun ilmu pengetahuan ke-
lautan di Indonesia mempunyai seja-
rah yang cukup panjang, namun sum-
bangannya masih sangat terbatas. Fak-

Hukum den Pembsngynpan

tor ‘penyebabnya tentu ada, tetapi
yang terpenting bahwa baru belakang-
an‘ini-disadari oleh pengambil keputys
an bahwa lautan mempunyai potensi
yang dapat dikembangkan dan dikelola
untuk meningkatkan kesejahteraan rak-
yat dan memperkuat ekonomi. Sehing-
ga pada waktu kita menyadari bahwa
masa “depan kita sebaglan akan ter.
gantung pada bagaimana kita menda-
yagunakan'sumberdaya alam di Jaut se-
cara penuh dan rasional, maka il
kelautan belum sepenuhnya siap untuk
menyediakan data dan’ mfonnam yang
diperlukan. :

Dalam hal peningkatan pemanfaat-
an sumberdaya alam laut scharusnya
didahului atau diimbangi oleh pening-
katan ilmu pengetahuan dan penye-
diaan data’ dasar yang akan melandasi
pengembangannya. Bila tidak, maka
bahaya kelestarian sumberdaya alam
laut atau lingkungannya akan teran-
cat. ‘

Hukum . nasional kita dewasa ini
belumlah secara lengkap mengatur ma-
salah pencegahan, . pengurangan dan
pengendalian pencemaran lingkungan
laut, sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi. Oleh ka-
rena itu, kita tidak boleh kalah cepat
dalam menanganinya. Untuk itu dalam
rangka pengaturan ketentuan perun-
dangan tertang pencemaran lingkung-
an laut nasional, maka undang -undang
lingkungan hidup nasionzl dan keten-
tuan-ketentuan lainnya serta ketentu-
an-ketentuan dalam konvensi-konvensi
internasional yang berkaitan dengan
pencemaran lingkungan laut akan dija-
dikan sebagai sandaran oleh pembuat
undang-undang.
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